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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sistem pembiayaan murÄ•bahah dan perlakuan akuntansi yang
dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif
dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan
beberapa informasi berkaitan dengan kajian ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur lainnya. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 tentang
Akuntansi MurÄ•bahah. Hal ini berkaitan dengan karakteristik akad murÄ•bahah yang berbasis akad jual beli. Dalam praktiknya
pihak BSM meminjamkan kas untuk keperluan nasabah, kemudian nasabah berkewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut
kepada pihak bank beserta margin yang telah disepakati. Beberapa transaksi tidak dapat dicatat karena pihak BSM mewakilkan
pembelian barang atau aset kepada nasabah. Aset seperti yang disebutkan dalam PSAK 102 tidak pernah menjadi persediaan pihak
BSM dan tidak pernah diperoleh dari pemasok atau supplier yang kemudian dijual kembali kepada nasabah. Dalam hal pengakuan
keuntungan murÄ•bahah masih menggunakan metode anuitas dan penyajian transaksi laporan keuangan terkait dengan persediaan
aset murÄ•bahah, rekening ini tidak pernah disajikan karena aset murÄ•bahah tidak dimiliki oleh pihak perbankan. Pelaksanaan
akuntansi pembiayaan murÄ•bahah berdasarkan akad jual beli, belum dapat terwujud sepenuhnya karena berbenturan pengenaan
pajak pertambahan nilai (PPN). Sehingga pihak bank tidak dapat melakukan akad jual beli sepenuhnya sebagaimana yang termuat
dalam PSAK 102 dan Fatwa DSN-MUI.
